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Abstrak
 

Penelitian mengenai putusnya perkawinan karena perceraian dan Perjanjian Penyerahan Rumah ini adalah

merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan tipe penelitian yang bersifat

deskriptif dan evaluatif terhadap pelaksanaan Undang-undang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dan Buku Ketiga tentang Perikatan Kitab

Undang-undang Hukum Perdata. Putusnya perkawinan karena perceraian harus dilakukan di depan sidang

Pengadilan dan dihadapan Hakim yang berwenang. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat

alasan-alasan yang diatur secara limitatip dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975. Sebelum proses perceraian berlangsung Hakim wajib lebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak.

Apabila alasan untuk bercerai tidak termasuk dalam salah satu alasan yang diatur maka Hakim dapat

menolak untuk menjatuhkan putusan cerai. Dalam putusnya perkawinan karena perceraian tidak ada

peraturan yang melarang suami isteri yang akan bercerai mengadakan perjanjian yang berkaitan dengan

harta benda yang dimiliki suami atau isteri sebelum terjadi proses perceraian. Perjanjian Penyerahan Rumah

yang dibuat para pihak merupakan perikatan bersyarat karena pelaksanaannya ditangguhkan terhadap

sesuatu hal yang akan terjadi. Perjanjian yang dibuat harus memenuhi keempat syarat yang diatur dalam

Pasal 1320 KUHPer yaitu kata sepakat, cakap, hal tertentu dan sebab yang halal. Dalam Surat Tanda

Penyerahan Rumah dinyatakan bahwa Misno akan menyerahkan rumahnya setelah putusan cerai

mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Misno menolak menyerahkan rumahnya dengan alasan bahwa

perjanjian telah ia batalkan sebelum jatuh putusan cerai. Perjanjian dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi

salah satu syarat sahnya perjanjian. Karena Surat Tanda Penyerahan Rumah sah secara hukum maka sikap

penolakan Misno merupakan tindakan wanprestasi.

https://lib.ui.ac.id/detail?id=85822&lokasi=lokal

